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ABSTRAK 

 

Sistem pembayaran terbagi atas dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan non 

tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal yaitu uang kertas dan 

uang logam sebagai alat pembayaran. Sementara dalam sistem pembayaran non 

tunai menggunakan beberapa instrumen seperti Alat Pembayaran Menggunakan 

Kartu (APMK), nota debit, bilyet giro, cek, ataupun uang elektronik (card 

based dan server based). Dalam perkembangannya sistem pembayaran non tunai 

memiliki metode pembayaran baru yaitu menggunakan barcode. Berawal dari 

teknologi barcode tersebut, muncul inovasi baru dalam transaksi pembayaran 

yaitu pembayaran dengan menggunakan QR Code (Quick Response Code). 

Menanggapi banyaknya marketplace maupun E-wallet serta bank yang 

mengembangkan transaksi pembayaran melalui QR Code, Bank Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/ 18 /PADG/2019 

juncto Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/8/PADG/2021 tentang 

Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Di 

dalam Transaksi QRIS sering kali terjadi gangguan siber. Gangguan siber 

merupakan dapat terjadi pada Pengguna maupun Merchant QRIS. Sampai saat ini 

belum terdapat aturan yang spesifik mengatur mengenai pihak yang bertanggung 

gugat, belum terdapat tata cara pemberian ganti rugi yang jelas kepada Pengguna 

maupun Merchant QRIS, serta belum ada jangka waktu yang jelas kapan ganti 

rugi tersebut harus segera diberikan. Aturan saat ini yaitu PADG QRIS masih 

belum dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum apabila 

terjadi gangguan siber dalam Transaksi QRIS. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

aturan khusus yang lebih tinggi dari PADG QRIS untuk menjamin perlindungan 

hukum serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi 

pembayaran melalui QRIS. 

 

Kata kunci: QRIS, Gangguan Siber, Perlindungan Hukum. 
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ABSTRACT 

 

Payment systems are divided into two types, namely cash and non-cash payment 

systems. The cash payment system uses currency, namely banknotes and coins as 

a means of payment. Meanwhile, the non-cash payment system uses several 

instruments such as Card-Based Payment Instruments, debit notes, bilyet giro, 

checks, or electronic money (card-based and server-based). Nowadays, the non-

cash payment system has a new payment method that use barcode technology. 

Starting from the barcode technology, a new innovation emerged in payment 

transactions, that called by QR Code (Quick Response Code). Because of many 

marketplaces and e-wallets and banks to develop payment transactions via QR 

Code, Central Bank of Indonesia issued Regulation of the Board of Governors No. 

21/ 18 /PADG/2019 in conjunction with Regulation of Members of the Board of 

Governors No. 23/8/PADG/2021 on the Implementation of the National Rapid 

Response Code Standards for Payments. In QRIS Transactions, cyber disruptions 

often occur. Cyber disruptions can occur to QRIS Users and Merchants. Until 

now, there are no specific rules regarding the party responsible for 

accountability, there is no clear procedure for giving compensation to QRIS 

Users and Merchants, and there is no clear deadline when the compensation must 

be immediately given. The current regulation, PADG QRIS, is still unable to 

provide legal protection and legal certainty in the event of cyber disruptions in 

QRIS Transactions. Therefore, there is a special need for a higher regulation than 

PADG QRIS to guarantee legal protection and legal certainty for all parties 

involved in transactions through QRIS. 

 

Keywords:  QRIS, Cyber Disruptions, Legal Protection.
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